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Latar Belakang

* Transportasi laut sangat penting mengingat Indonesia adalah negara
kepulauan dengan 14.572 pulau dan 62,89% wilayah Indonesia
merupakan wilayah laut dengan luas 6,4 juta km2 dan panjang garis
pantai mencapai 108 ribu km.

= Sebagai anggota IMO, Indonesia berkomitmen untuk memastikan
keamanan dan keselamatan pengiriman dan memberikan
perlindungan dari kerusakan lingkungan laut baik dalam konteks
global maupun nasional.

* |Indonesia dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory
pada tahun 2022



Maksud dan Tujuan
Maksud studi adalah untuk menganalisis kebutuhan kebijakan sistem manajemen

Tujuan studi adalah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan
sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi
Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

Output

Tersusunnya studi yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem
manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi
Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

Out come

Rekomendasi tindakan perbaikan system manajemen trasnportasi laut dan kesiapan Indonesia
menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)..



Ruang Lingkup Kegiatan

1. Identifikasi Stakeholder

2. Melakukan review, analisis dan evaluasi terhadap penerapan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1980
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1979

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012

3. Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penerapan konvensi



|mMETODOLOGI |

eliputi dasar-dasar

2. Menyusun model evaluasi CIPP.




Skema Pendekatan
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Perancangan Sistem Manajemen
Terpadu Transportasi Laut
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SURVEY ANGGOTA IMO DI LONDON

.......

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
9)

Uni Emirat Arab
Panama
Singapore
France
Australia
Malaysia

South of Korea
Brazil
Philippines

(10) Japan
(11) Thailand

1.WAKIL SEKJEN IMO

Lawrence D. Barchue, Sr. (Assistant Secretary — General/Director Department for Member State Audit and Implementation Support)
2.AUDITOR IMSAS

Aji Vasudevan (Member State Audit Officer Department for Member State Audit and Implementation Support)



HASIL SURVEI ANGGOTA IMC
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Procedures supporting the
implementation

Work instruction to all stakeholders

Records of implementation,
enforcement, review dan evaluation
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IMPLEMENTATION OF LAW NO 17 OF 1985, NO 4 TAHUN 1982, NO 1 TAHUN

FLAGE STATE

Prepare and equip Indonesian
vessels according to national
regulations, Solas 1974
amandeman, Marpol, Protocol
1978, LLC 1966, CLC 1969,
Ordination oil transportation
1927

ship crew acceleration and
supervision based on SO / SV-
1935-KUHP & STCW 1978
provide a certificate of safety to
foreign vessels based on the
request of the country of origin
inspect ship accidents and
disasters

carry out all obligations as
members of the IMO convention

VI.

1973, NO 5 TAHUN 1983 BY THE SEA PORT SUB SECTOR

| COASTAL STATE

uphold the sovereignty of
Indonesia in Indonesian
territorial waters

conduct surveillance, order,
safety and security of shipping
and activities in waters of the
continental zone and ZEE
additional zones

supervise customs violations
and immigration activities,

water pollution and
prevention  of infectious
diseases

Providing and
navigation aids
maintain the depth of the
waters

provide SAR facilities

organizing

PORT STATE

VI.

Conduct inspection, research
and supervision of foreign
vessels in meeting all the
requirements of international
provisions applicable to ships
Supervise the safety, order and
smooth running of ships, loading
goodes, embarking and
debarking passengers

Supervise the safety, order and
smooth running of ships, loading
goods, embarking and
debarking passengers

Providing facilities for berth,
ship docking, transportation of
goods, loading of goods,
drinking water and fuel
Provision of equipment for
preventing fog and pollution
prevention as well as collecting
oil, trash from ships

Provision of facilities and ship
repair



SURVEY RESULTS OF IMO MEMBER IN LONDON

, standard




Kegiatan Studi

I

Member state

Studi Peningkatan
Sistem Manajemen
Transportasi Laut
dalam Rangka
Antisipasi Kesiapan
Indonesia
Menghadapi IMO
Member State Audit
Scheme (IMSAS),

1. UniEmirat
Arab (UEA),
Panama,
Singapore,
Perancis,
Australia,
Malaysia,
Korea Selatan,
Brazil,

. Filipina,
10. Jepang,
11. Thailand,
12. China

©0ONDUAWN

{ Output ]

Praktik pelaksanaan sistem manajemen
transportasi laut pada umumnya di
negara-negara (responden) anggota IMO
yang berorientasi khususnya kepada
referensi persyaratan dimaksud dalam
seluruh instrumen IMO vyang menjadi
mandatory instruments to be audited
pada kegiatan IMSAS di Indonesia pada
tahun 2022, dan menjadi rujukan standar
praktek penerapan dilapangan yang telah
terimplementasi



DATA DAN INFORMASI



Stakeholder Luar Negeri Negeri

International Maritime
organization

Pemilik Kapal Luar
Negeri yang Berlayar di
Wilayah Indonesia

Negara-Negara Anggota
IMO

Perusahaan Asuransi
International terkait
Ekspor/Impor



Stakeholder Dalam Negeri

Otorita Pelabuhan

Direktorat Kesatuan Penjaga
Laut dan Pantai

Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap Kementrian
Kelautan dan Perikanan

Perusahaan Kapal
berbendera Indonesia

Institusi Kenavigasian
Kmentrian Perhubungan

PT Biro Klasifikasi Indonesia

Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

Perusahaan Ekspor/Impor



Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)

e Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan
usaha milik negara (PT. Pelindo | — IV) yang
diberikan wewenang mengelola yang berada
dibawah kementrian BUMN.

* Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan:
pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola

B oleh pemerintah pusat (melalui dirjen

ola Dasar perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik
Penyelenggaraan provinsi, kota atau kabupaten.
Pelabuhan

di Indonesia
Pelabuhan Khusus (PELSUS)

e Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi
spesifik dan karakter akses pelayanannya
yang terbatas hanya untuk kebutuhan
pelayaran industrial yang dimiliki okeh suatu
badan usaha tertentu.



Pola Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia

Pemerintah

Publik/Swasta
(Pengelola)

PT Pelindo I-1V
(Operator)




Kebijakan Maritim Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemeritah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Pemerintah No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan;

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 20 tahun 2010 tentang
angkutan di perairan;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-
2019;

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional



Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)

e Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan
usaha milik negara (PT. Pelindo | = IV) yang
diberikan wewenang mengelola yang berada
dibawah kementrian BUMN.

* Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan:
pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola
oleh pemerintah pusat (melalui dirjen

D
ola Dasar perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik
Penyelenggaraan provinsi, kota atau kabupaten.
Pelabuhan
di Indonesia

Pelabuhan Khusus (PELSUS)

 Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi
spesifik dan karakter akses pelayanannya
yang terbatas hanya untuk kebutuhan
pelayaran industrial yang dimiliki okeh suatu
badan usaha tertentu.
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WHAT COUNTRI L‘\’ | chart by amcharts.com Indonesia 2018
PERFORM WELL G i
ON LOGISTICS? 52 e

than low-income countries. / LPI
The 2018 Logistics Performance Index(LPl) ~ froroosoomosmssesssmesnast

scores countries on how efficiently they 5
move goods across and within borders.

Timeliness Customs

Tracking & tracing Infrastructure
' { Among the lower-middle-income group countries, '
~+ large economies such as India and Indonesia and |
N emerging economies such as Vietnam and Cote ;
5 d’Ivoire stand out as top performers. |
Logistics competence International shipments

. Indonesia 2018 Indonesia 2016 . Indonesia 2014

B 1ndonesia 2012 [ indonesia 2010 [l indonesia 2007



I —WEIg ge
Number of vessels {thousands
Couniry or ferritory Foreig ; Foreign ar flag a
international Total H“'rm"'d imternational percentage of total
REVIEW OF Flag ¥ Mag {dead-weight tonnage)
Greece

1 74 3 57 437 B4 977 265199 330 176 19.7
MARITIM TRANSPORT 2018 2 | Japan s68 2853 | 3841| 38053 | 18sssez | 223615 17.0
3 Chira 3 556 1 955 5512 83 639 99 455 183 094 457
4 Germany 319 2 550 | 2 869 11 730 95 389 107 119 11.0
5 SIngapore 240 2 389 2 629 2 255 101 327 103 583 22
3 Hong Komg (Chins) a5 1 497 | 1592 2 4am 95 395 o7 806 25
7 Republic of Korea B0 a5 1626 14019 63 258 72T 181
8 United States 043 1128 | 2071 13 319 55 611 68 930 19.3
a Morway 549 1433 19az 4944 54 437 59 330 83
10 | Bermuda i | 473 | 494 1215 53 036 54 252 22
11 | Tafwan Province of China 164 a3 987 6732 43 690 50 422 13.4
12 | United Kingdom 398 955 | 1354 9 496 40 494 49 933 19.0
13 | Maonaco 16 405 47 3 856 35 467 39 323 9.8
14 | Denmark 139 a80s | 944 152 37 691 39 M2 39
16 | Turkey 633 889 1522 85034 19 207 27 M1 9.5
16 | India B 126 | 1011 17 974 & 878 24 852 723
17 | Switzerland 43 368 411 1 565 23 240 24 805 6.3
18 | Belgium 120 152 | 272 12 405 11 225 23 630 525
| Bussian Federation 1 %4 373 1707 7 589 14 6§30 22 29 347
- ’_]j Indonesia 1 BBE 62 | 1948 19 414 aas 20 299 o565
i | Taly HS 163 746 a7 L ] TG 750 T2
22 | Malaysia 500 162 | 662 973 9793 19 524 498
23 | Metherands BOO 478 1228 & 911 11 205 18116 382
24 | Istamic Republic of ban 164 52 | 226 3ong 13 927 17 841 1.9
25 | United Arab Emirates 200 605 8495 1115 16 317 17 432 6.4
26 | Sawdi Arabia 219 (1) | 286 13 378 3 760 17 138 T8
27 | France 159 273 438 5635 & 506 12 141 45 4
28 | Brazl 00 100 | 390 4 341 7 636 11 976 362
29 | Cyprus 14 281 295 qz 10137 10 229 09
30 | Viet Mam BTG 116 | 991 7 464 1 7596 g 221 B1.0
n Canada 220 149 369 2 695 & 387 g9 &2 X7
32 | Oman B 2 | 48 & 7 782 7788 01
33 | Thailand 337 ES 40z 5 576 1983 7 559 738
34 | Oatar 3] | 119 1 841 4977 & 818 270
35 | Sweden 167 122 289 2332 3977 & 259 w3
Subtotal, top 35 shipowners 16 551 26 397 | 44948 | 404399 | 1413699 | 1 818098 Frded
Best of workd and uwaknow Iz 2 560 57R4| 36114 55 800 91 9713 J9.3
World total M TS 28 957 | 50732 | 440513 | 1469499 | 1 902 31




Table 2.4 Global top 20 owners of container-carrying world fleet, 2018

REVIEW OF Size of Average

MARITIM TRANSPORT eqzuqumt probes Meber M;ferfgﬁiﬁ“ '“’gﬁ 5'}"’ 5'*}3 vhogd

2018 units (percentage) p (years) (20-foo

equivalent units) | equivalent units)
Germany 4 207 388 20.22 113 106 18 800 3720
Denmark 2220911 10.68 N7 105 20 568 7 006
China 2 150 700 10.34 485 108 19224 4434
Greece 1801 234 9.0 418 17 14424 4524
Hong Kong (China) 1583 036 761 258 88 21 413 6136
Japan 1455 580 7.00 278 87 20 150 5 236
Switzerland 1 260 807 6.06 207 155 14000 6 001
France 1038 824 4,99 135 94 17722 7 695
i prounce 985 495 474 255 131 8626 1865
United Kingdom 870 632 418 199 108 15908 4 375
Singapore 658 654 317 230 138 15908 2 864
Republic of Korea 532 670 2 56 186 125 13100 2 864
Cyprus 253 392 122 70 102 19200 3620
Norway 208 262 1.00 48 09 13102 4339
United States 207 894 1.00 70 194 9443 2 970
mmm) | Indonesia 172711 0.83 205 174 3534 B2 |

World total 20 804 471 100.00 5144 11.9 21 413 2004

Source: UNCTAD secretariat calculations, based on data from Clarksons Research,

Notes: Propelled seagoing vessels of 1,000 gross tons and above, as at 1 January. Only fully cellular container ships are included.
For a complete listing of nationally owned fleets, see hitp://stats.unctad.org/flestownership.

Abbreviation: SAR, Special Administrative Region.



SUMMARY OF PORT STATE INSPECTION DATA 2016 - 2018

Table 8: BLACK - GREY - WHITE LISTS *

Inspections Detentions Black to Grey Greyto White Excess
Flag 2016-2018 2016-2018  Limit Limit Factor
BLACK LIST
Fijit" a4 14 6 5.55
ANNUAL REPORT Tanzania 130 32 14 4.87
Cambodia 452 76 41 3.34
ON Togo 1,110 149 92 2.60
PORT STATE CONTROL Mongolia 278 40 27 2.37
IN THE ASIA-PACIFIC REGION Micronesia, Federated States of * 372 46 35 1.90
Palau 209 27 21 1.79
Niue 155 21 17 1.79
2018 Korea, Democratic People's Republic 539 62 48 1.78
Sierra Leone 1,149 114 95 1.51
Barbados 59 9 8 1.49
Indonesia 639 28 a7 1.03

-
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Sebaran Responden : Stakeholder

1. Stakeholder

293 tanggapan

@ 2 Penentu Kebijakan (Kemenkomar,
KKP, KLH, Kemensesneg, Kabadan Li...

@ b Regulator (Kemenhub, Badan PSDM.
Ditien Hubla, Kapus. dikiat laut, Dit Ka...

® c. Operator Pelayaran (Peini, Pelindo. ...
@ d. Operator Pendidikan

@ ¢ Pengguna Jasa (Shipper, Penumpa...
@ f Organisasi Profesi

® ¢ Media Maritim

® h Awak Kapal (Nahkoda, Perwira, ABK)

7,2%
2% I‘

16,7%




2. Pekerjaan
293 tanggapan

Sebaran Jenis Pekerjaan Respnden

@ 3 TNV ASN

® L. BUMN

® c Swasta

@ d ABK

@ = Mahasiswal Taruna




iébaran Responden berdasarkan Pendidikan |

3. Pendidikan
4,7%
293 tanggapan

@ a2 SMP - SMA
@ bL.DIn

& c.DIvI 81
@ d S2-S3




Tingkat partisipasi, pemahaman dan kesadaran tentang
SOLAS 74 di Indonesia

293 tanggapan
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4(1.4%) 2 (0,.7%) 3 (1%)
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9(3,1%)
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| Hasil Survey 0
penilaian
partisipasi
pengguna

" jasa
Keselamatan, 50 -
Keamanan 21 68%) 44054
dan 2006%) 2(06%) S(16% 6(1%%)
. perlindungan 1 2
lIi|_1gku1:1gan

106 (34,3%)

95 (30.7%)
100




X1 X2 X3 Penilaian Variabel
1. Data Persepsi responden dengan nilai 7,02 (baik sekali)
6 7 4 2. Data partisipasi responden 7,02 (baik sekali)
. 3. Data akseptabilitas 6,75, baik moderat

Penllalan 8 3 8 4. Data variabel secara keseluruhan 7,02, baik sekali
Kebutuhan . . . Penilaian secara umum baik sekali (>7), namun demikian
Jaminan masih tetap terdapat penilaian kecil, jelek sekali. Hal ini

8 7 8
Keselamatan, merupakan indikasi pihak (stake holder) terkait untuk
Keamanan dan 9 9 8 meningkatkan jaminan layanan Keselamatan, Keamanan
Perllndungan 5 = c dan Perlindungan Lingkungan di Laut.
Lingkungan di
Laut 7,06 7,21 6,80

Nilai Variabel X2
7,02




REQUIREMENT SOLAS

Reguirement Raterensi ! FOLICY STRATEGY PROCESS RESOURCES RECORD REVIEW
L)
Melakukan PRPRSIONS s
— CoOERRS ks
Membiss sisiem pelaporan | Dase pada setisp Memastkan dian feoritis yar Mtk
dolamantesl yang ussha pelayaran urtuk | komplemen kagad M T | pangendalisn | Metskukan e Petuges Ficibes
serta membant dalam secara kessiuruhan || "'umm' 1"99 pengecusian | pengawesan dan tepadysecara | PENOIWESYaNG | o iinaen | Daily
Reg. |/ 4 Pelaporan premberian bimbingan rferpretas g, M diralii thdarn tertiadep flag pengendaiian ket tertaadag memilik )
entang persyaratan PErSYArn 300 be dengan mekskuan hugas | S serhisiag hanses knsensl kormpestiensi =
irvstrument inbermersional g : i, Sury sesiss
yang relevan m yang dengan keteniuan
rmenetaphan,
irestruksi administras untuk rmemraasthan babwa by
regules interrasionsl yang ey Sy T Audit sk
Brerfanho s ety Reseluruban, dapat orogram pelashan § 1
ﬁmm rmengroardinasian formal yang tanggung jauab, Mengadakan
peraturan nascnal Mancielegaeiinn kegiatan datam | Torguah ke persyaratan :
Reg. 1 /S Pelaporan | ! e yang Kemweriangan kpd B dan | Sande yang sama | s At perencaraan dan pemeriksaan o | tasa
bl Bersyaral | oedukan fermasuk s dalarm wrerss o ,,qmm “"m"’"" -t — o Inapeitor pemeriaasn
sertifivat yang diuelikan ses1iai kompetensinga fungsi penting Ko pemns: sebagy pent ketentuan Bab 1

SOLAS 74




Roguinemens ‘Raofarensi FOLICY STRATEGY PROCESS RESIODURCES. RECORD RENIEW
—_—————T
Ay gD P e
e Py Bas sl = eorerpt il s gty | P ey Dag o= o gt sy Seer o wscarn P e .
Poa=ym P rmoan il waeeg3 TR bOChE gk | ceareieglres ey
i oIy it vy sk hsssed Bertfusk i — Enertamngiaarcy | sl PETT e~ fmmiart s gy
LR b e T P LT e i - ab - b Sl Swraiis Gutiges
PRz rEn Pt Qe ey base Derndurarye Fleg Stee | et ' ey ) Fwey ™ - - angan INztaceas .
Inspoeec o B srbars i3 sefan Frms e bas viue leiigySatas Ruiyuiniin rrmnmn i b e b . [T P ar ey PETT s~ e chan L - g
g 1 & [ ——— Mg b ) [y - -y U —— t——— ¢-|-n.-—.:' "__" LA T — '
FTm P el et el wna g o e LT Dk o= EIErTaagaeD sar T el o p— ek e AERT RS ol P s TR "‘""":.""""
by O dnabafhosn o EErt st asem i, inminimad, - e T Swar i umry -
—— " P-—Ta-' [P PETT sa - dsmiar clan e T R e
wu g 'y -~ H - W e o wewan ol et TG AL DT T U i
O e e wmmgz hoa char s T R - g Sisde o el 33w Lart Habegionr. ool
[ P — A T ET TR A
e CT
BT macyoe Heeo
el B e e
rresrESeay Tuerndsds b Sanrwemat
WS T W Bl vy
[ » 5 ] T .
et b [ ———— eyt v [Ty B
e v —y [T T e . ] T L e
e ' | - = T S [ e o rmoen il wea =g belaty e o s =~ T [T
BT T e L FT Y T : - " Py L — muls -] 0 2 yee=gy T Tee ity P - 1 ¢ B L -
Rag. i/ 8 Survel ot adan e s by sl - ”‘___ e s 3 L ek BTl ] o * el oare Bl Phztacses Sarvery | Bk
[ 1 - 1ok e o e e by ) el el e Ll e ki LT [T — LTI e ik L - [
Er Tl Ca L el ) | oniin smheherolaPidimaanndd [ e mgse b thapsal Nuwrsarn po | Sogi e et P s s P ey
ST Ll g3 s e v e Wil Blbelet st A e b ees TraTE Lerfrags b -
R . syl eatas GASEEAnk walil- rrEsc e e hrmEnzea e ree e ey Lissa charr Bemdad g T
Renirmmgris, < b - O s bagsha r odet HeE S———l
::m"" ’_-_'"'-'-‘m __-'-' 5 msmznl Fayes e b v R = el
prart- et o menCosn p e ey £ e
P e fad e e b e ke Sy
b e -
e — e bz ke LA
L .
Erre et
P e L TR
[ —————— e G T SR Fhon ey e
| [T L e wrm R ik, pan Ok nsE
T —— Frmrner s e o e L - " 1 ey 1 il Bl
A e el e aay Fao S elas oy " ey el ey Dse (- - o e el -
Sureed Pt e ashosys. el [P pp— . e 1 0.2 . e e e T L M arpa ] Sy wwrr Ve bana LT
Bag. iJ9 Imstakae) raedio Sanrwesy reatede s et dan e 1 iy T g iy perrpmba ey | SRS e talet s e o b gy e e b L A ]
ksl W o - TR - L . —y ra——— P A N e T pm s b tlapsal g e 1 o e ety
LR E. T e [——- ——— ek byert s el rmg e e
T — Limed charn Bl e bbb e slal
LR 1 TR T R g €8 i e
itk i [PTTTRT T—
S aa el g g L
L e
— e geswschar
Surved F g S babs g . SN rw ey o e R W [ r— Fonicion newa il VL TV ALy s T B T
| el el e Pyt res = Sashose = mleretsen! e '_-_'-_m r 1 gy rea = -y e Bal Fzlagees SSarviy [T
Fag. § ' 20 Mgy Gl P rCmETE e G ST s i T, Enl el ) gl pry— ey T o il - L LT T L - 1
[ raalatany P S CTT RS T T Al - - Ll - o P mgea e (apeal R gu | STy I Y o e P - ey




REQUIREMENT MARPOL

Based ON 11l Code

SISTEM MANAMEMEN TRAMSPORTAS] LAUT

E
i

Rpguinamang Roferens i POLICY ETRATEEYF PRIOCESS RESOURCES RECORD FEMIEW
&
Membuat aturan
pencegahan pencermaran ek sy pemaintah sunso persanTan Has
ilser lingkunean bawe dar 2at ‘i) el mratlanang) dunda indusi Kizlok kan Haell DTSN
. Fiera) gkunga Frrusahaan sinssyns Soslaliasad IEntang porgeiaian g ey (i martire b f— T — pemaniauan kuadias air
Mrtichs 1 Urmrurn diberash | bahan beracun can yang diunjuk pesermab | PEnCRMENIN irggungan markime pnCEmanan lmhah p:dal"mn"cﬂ:rmke arlma.l P i, mir lauk & reas requirer
korteensi herakaya dan merserii R0 Ingkungan warniim Engkungan
YT o Kl e sooual kaidah yang "Ii la berkalk ditap pelabuhan Ingkungan
bermentangan darl koreensi amsl eran ditaiapkan IND e raritme
1M
L TTER e TR ] Caia Caaia
poTarrintah Torjadinm
pelangoanan pelangganan nelanggaTan
Menertukan jenks sargsl dalam. menganibd P - I:.-|'_~||l-:\-l-_l.|:-v:||I:u..1||1_'_h1 T —— ran kamna | s e i DCuaia
pelarggaran yang diatur lamegkeai = langkah u":::.lik lingglorigan ot auLkan oyl I: s Hil ke rohamon DESLTla ang pnigUluhian.
sesual kebetuan PO dan manoEgan mEngua kepada semvdm pem Nicm AR DL [Dadn kefontuan
4 e dan mran gerdaienn Frmen mah Kanal dan pan gsate Fied dasnesiaadnm bak ik dilakukan g e Dafa dsangs|
Acticke 220 | o aleh pemerintan e ndonong nara mangendal kan dan el har LT yang yang periu
can 4‘:4] i Shrt ] (el Balidy =55 T Tk kol ol ooy eniang darm iimdawan rhaik peryuiuhan Esteksh [T PR —— beraky. Dal
menenbukan serdin sangs e v meriin uk pem au orasersl koreidip Mmemed T agar pervuluhan peria © an u. Laika dipernaki
huloum sesual peraturan Badan yang kowgalen 0l perusahaan medamang mencemar lidak leriad kendal d lasusan 5% ﬂ"ﬂ: fukum DEWFFHHH' Femaerintah.
negara yang disinggahi kapal | bidang I-Erq:ﬁl:u ;HEWHT*“ — aun didalam tedboda al:chﬂzc.I_ldM'nm rasouns unbuk iﬁk:‘hﬂwﬁ -i".ql-:r?n‘ua:-.
yang bersanglutan marim. k::n.iuw'.-i"gr i b-.:r:lba::ak::un apu:: ::h m‘b:l.';lclnt ra::a hrkeuam Ko i o ie—
liniknaan. fresa paca pelangnar. v barlaky husloam.
Inspekhur dapat memberikan Eﬁuwwlﬂ Berdasarkan hasi
ijin khusas kepada kapal Sk sirs g Aenogan F_‘:&-'“" ‘:‘iﬂ"_kl-:“
wrhuk berlayar pada fujuan orias peabuban atau bcm\:ﬁw ideniiflias, dar n:ll:."i.:l:-:l"ln
Satifikasi dan terterrha (ke pelabubkan permeina lapas pamial e ngoniTol Seoan CEcrtias ped atishan o kenda ean unias kY
Acticle 5(1) Peran khisius terdekat] uniuk melakukan | mengelusrakan serifkat | efekdio dan uﬁﬂ:‘uﬂmﬁmﬂrﬂ?pm Fergentalian jn maenoegah . o T RrEals S — ——
prad sk perbalkan basil temaan di perbailas uniuk perbakan T ey iR baan pelatashan hjumn wang lak soso MEE-I;D; g . s I = ofgin port
keagal. baritas peiabuban | terminal HHLETH pelabuhan Efuﬂu“-llm-';umm ; R — Irdaun-.-argdummm mul:aln I
lepas pantai, dengan ) '.-:';;|1h:-l':lur;r\-l.am:rfI= separti panizahan, uﬂ'::':l.lamﬁ Tiujuan
inpekior bafrea lapal mash ' penahanan, uniu e
mparckeh
pazrgpernbad an alau
dalam batas eolerarsi. penangmhan. Sl pemanan.
Inspekhur dapat memberikan bh::“r:ﬁwl":" Berdasackan hasi
ijin khusus kepaca kapal Erak sl dengan Pmm ‘:'iﬂ"_kl-:ﬂ
untuk bertayar padatuan | oo | Berwenans inentilkast dan iy
Sartifikat dan terterrhua (ke pelabuban temeinal lenas panial mangkoning Seoan Cortlas pelatunar dkendaizan Ll dkpluarkanmya
Acticie 5(4) Peran Khuses terdekat) ook melakukan | mengelusrckan serfifkat | efesdio dan uﬁﬂ:i“"mﬁmﬁ-ﬁd#:pm Fengendalian jin mencegah - i — S Fecorcs of the = reauired
packs Inspeksi perbaikan hasil temaan di terbalas untuk perbakan | mengindorras kan ke neia n ifuan wang lak sesus mm{:fh" ang . i ——— e orgn port equi
Fagal ataritas pefabutan | terminal k::.al;.rd: palabuhan E‘cuhumlln';dd-m ; :l-l"uum:l"rd. Irdﬂun'.-i'guum“:.l.i kcqul::i\n |
lepas pantal, dengan ) 'ﬁ?ﬂdkdu;\-::“ =epart pamisahan, d'l:zamﬁ T
inpekror bafraa kapal masi ' penahanan, unfuk e parckeh
dalam batas tolerare. pezgenbal an alau i -_-,.crr?u-.-_-n_

piErangauhan.




Roferensi

REQUIREMENT MARPOL

SISTEM MANAJEMEN TRAMSPDRTAS LAUT

FPOLICY

Metithe 811}

Detek)
Pl ran
dan Dukurgan
ferfiadkap
Rormeensi. (1)
Pikak Karversi
Franus
Brekerjirsarma
dalam
etk
prelanggaran
dan penegakan
Fo=enban
Fanversi ini,
e Unaakan
mrﬂlﬂlmh
P mrerTausan
limgkLingan,
presedur yang
rmemdai uriuk
pelaporan dan
abumidasi bk
bkt

Pemerintah bekerja sama
dengan sesama Negara

Arggata untuk tukar
menukar informasi maritim

wirmiui mencketeksl
pebrggaran dalam

menegakan kanversl

Fara pihak yang

e e clorisas] dar
razgana yarg
Eatraangodan unius

M kb an So5
KOsl

Hasl inwenlartas
skl - Easkidl olizh
hortas Paatushan
e koo
PanEgasvaEn dan
e Tianka Lo Seann
Inenal p ermadan
kanad - kapal yang
Bedaby dibdbent i sl
sexoara din

Dinviias Fefab uhan
s abaskan verilkas|
atord vad dasl keoaada
kaipad - kamad yang
tedan terindsas defeks
sl

Pera miadsan.

uELTan,

Aralsis dan
Evaluas

Pomarintah Farus
e LN S yang
peeiun ol pankau dan
bl c il bl s
Wapan P laden
dain penguiluran hars
difabskan beriku
anal sa dan svauasl
pada karal - kapsad
ey Tk dalam
dartad parnEssRsan.

Dokumentarsi dari
irreerTiarsssi bukh
= bk P
dilakean valdas
sarfackp kapal -
oAl rmasuk
d-ulam‘r;'ﬂgn'i
daftar
MO,

Loy books

a= regure

Aetiche 8(3)

T3], Zesapn Pnak
s
remibeikian
Bukti
Adminisires,
jikas el bakrasa
| telisbs
Fabis zat
B riaborys ata
linnksarh yareg
nEngAnEIE
Fa-ral senear
rmelanggar
fe=ta b,
peraturan. Aka
prakbs urdtuk
metlakukartrya,
przjabent yang
Beraerang dan
rmankan
memibentahuka
1 ormersher kaspel
dan dugaean

pelanacaran.

Melakukan pemernksaan da
doligent [y} kelayakan )
antara log book dengan cek
fisk untuk menerbukan
bakresa telah terjadi
pembwangan imbah di e,

Fomearingah idan
o o kan
krassniangan o bari e
N&EeCilr umuk
e ksa Log Book
apasah sesua dota

dalam Eapal der#:":
resafia vargg ada di kapal

Pe' e oLk iy
pancalatan kg ook
e s reald ia
g bailk dan
Eanar o dalamn kagal

Narine Inspecior

P miadsan,

Pengusuman,

Aralisis dan
Evalas

Pemenntah haus
mervpimpan irformasl
terdeckumentasi
sebagal bulkd hasi
perneriksaan anta ra
log hook dengan
Bukti fisic

Divta dan informasi
dari Pelabuban asal
sebagal baban
waliclasi dan
evaluxxi calam
mengstahui
kesusaian
pelaporan dergan
bwsketd fidle i
lapangan.

Log book

Laypeoia O
Reciod Boos

2= require

g




MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

Konteks Organisasi Elemen Pendukung

v Sistem Manajemen Mutu & Bisnis Proses v' Sumber Daya Manusia

v Sistem manajemen mutu member state v/ Sarana dan Prasarana

v Sistem Manajemen Mutu Portstate v Lingkungan untuk operasional proses
Kepemimpinan dan Komitmen v" Sumber daya pemantauan dan pengukuran
v' Komitmen manajemen v llmu Pengetahuan Lembaga

v’ Kebijakan Kompetensi
v’ Peran, tanggung jawab dan kewenangan Awaknes
Perencanaan Komunikasi
v’ Rencana Tindakan pengendalian Resiko dan  Pengendalian Informasi Tertulis
Peluang Operasional
v’ Sasaran Mutu v Perencanaan operasional & Pengendalian
v Rencana Perubahan v Penetapan Persyaratan Transportasi Laut

v Perancangan dan Pengembangan Produk
v Pengendalian proses, produk dan layanan yang
disediakan oleh pihak eksternal



MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

Penyediaan layanan sertifikat, Standarisasi &  Audit internal

Pengarahan Tinjauan Manajemen

v' Pengendalian proses layanan sertifikasi, = Peningkatan Mutu
standarisasi dan pengawalan kapal

v’ |dentifikasidan kemampuan telusur

v' Kepemilikan penentu kebijakan atau penyedia
eksternal

v" Menjaga kesesuaian Produk

v Kegiatan pasca layanan

v' Pengendalian perubahan

Pelepasan Produk

Pengendalian Output yang tidak sesuai

Evaluasi Kinerja

v' Pemantauan, pengukuran, analisa dan Evaluasi

v Analisa dan evaluasi



